PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521.12/ 83 /KPTS/Distanhortbun - PS /2020

TENTANG

PERTEMUAN BULANAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Loan Integrated
Participatory Development And Management Of Irmigation Program
(IPDMIP) dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilaksanaan
Pertemuan Bulanan IPDMIP Tahun Anggaran 2020;

b.  Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
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Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 te
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
Tambahan Lembaran N, egara Nomor 5601);

Peraturan Pemerin
Pengaturan Air;

ntang Administrasi
2014 Nomor 292,

tah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Peraturan Pemerintah Nom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
Peraturan Menteri Dalam Ne

Pembentukan dan Pembinaa
(P3A);

Peraturan Menteri Peke
tentang Pedoman Penge
Partisipatif;

geri Nomor 12 Tahun 1999 tentang
n Perkumpulan Petani Pemakai Air

rjaan Umum Nomor 30/PRT/M /2007
mbangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007
tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007
tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A dan IP3A;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan /OT.140/2012

tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan
Petani Pemakai Air:

Keputusan bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan
Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

o s A
24. Peraturan mentri pendayagunaan aparatur
birokrasi republik indonesia nomor : 18
perubahan atas pertaturan mentri pe: dayag )
negara dan reformasi birokrasi republik indonesia momor :
tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana
pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun ‘r:.i-
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah S

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-
PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Melaksanakan Pertemuan Bulanan Kegiatan Loan IPDMIP dengan
peserta Koordinator BPK/BPP,Supervisor Penyuluh, Penyuluh
Pertanian Lapangan (PPL-Pendamping), Staf Lapangan,Perangkat
Nagari, Pengurus GP3A/P3A, Anggota Komir Kecamatan, Anggota
Kelompok Tani yang mempunyai Daerah Irigasi (DI) Kesepakatan
Kabupaten, Daerah Irigasi (DI Kesepakatan Provinsi dan Petugas
Kabupaten sesuai dengan lampiran 1 keputusan ini ;

Rincian Biaya Pelaksanaan Pertemuan Bulanan Kegiatan Loan
IPDMIP tercantum pada lampiran 2 keputusan ini;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibeban kepada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Loan IPDMIP
dengan rekening : 2.00.03.2.00.03.01.26.02
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Lampirnn 2 . Surnt Keputusan Kepaln Dinas Tanaman Pangan, Horttkultuma dan
Perkebunan Knbupaten Pesislr Sclaton
Do 53142/ JRPTS/Hstenhoribun - PS030
Tungral i Februsr 2030
Tentang - Periemuan  Bulanan  Kegintan  Loan  Integrated
Participaiory  Development  And  Management Ol
Irrigation Project [[PDMIP] Tahun 2020

RINCIAN BIAYA PERTEMUAN BULANAN
KEGIATAN LOAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMERT
OF IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)
TAHUN 2020

.Im“h_. ! mierm | e g Nt | LG4 -:-:-FII- I

|Malars s bk e irsen P Baisnar Faryubs | | | TPl ]

!hunl--.-...r sy 1§ bk g 03 I ais | Pwe | 175000 | REARE

Trurmpt Faiaits s Bne- | | | 3.0k

|~ e B B {5 g T b 6 i, 150 0NN k] (5] | oot f [ WL RLLA]

| .

! iee. Sge ll r Liregpreng 10 rag £ 0o a i A 270090 | [ : g L |
LW IV i A g 10 ey A 1063 KR | i | S [l i 4100 i

| Ilr'_ Bevirg b v 8 1T dne v F P 050 G004 | b5 | iy I 157 (i | . "‘-:‘:"-'|
| e dimgaes Sy Porgrrmi (5 g FF b w8 B, - 000 Y | | ir | M0 o | w I'h 00 D
|- Har Luovong (4 nogs BT sl a @ e 200000 e LT IRL L 14T al--l'J-i
!"'rl":lm B mbs pras ii | s | A (0 | o =h i) |
..|HI|.1I M R ititimd APl Eﬂ'ﬂﬂ!
|l 1 + V511 [EH 10 N
.l-llau."1l habugminr il 1] 1, ITHL000 |
. Tl HE

KEPALA DIMNAS

TWANM N MT
26 199803 1 001

Scanned by CamScanner



